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PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Stb
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA STABAT
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Batang Serangan, 15 Februari 2003, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat,
Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada MUHAMMAD FITRI ADI, S.H., dan Kawan H
advokat/penasehat hokum pada kantor hukum MFA, SH
& Associates yang beralamat di Jalan Proklamasi No. 13
b, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat,
Kabupaten Langkat, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 13 Desember 2024, dan telah terdaftar pada
Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat nomor
59/PAN.PA.W2-A16/Hk.2.6/1/2025 tanggal 8 Januari
2025, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, NIK 12131xxx, tempat dan tanggal lahir Medan, 20 Juli 1997, umur 27
tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan
SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat,

Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasanya,
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal

08 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat

Kelas | B pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
xxx/Pdt.G/2025/PA.Sth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang

telah menikah secara resmi sesuai dengan ajaran Agama Islam pada
tanggal 17 Februari 2020 Masehi, yang dilangsungkan di Kecamatan
Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan bukti Kutipan Akta
Nikah Nomor : xxx/0151/11/2020, yang terdaftar dan dikeluarkan dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, pada
tanggal 17 Februari 2020;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Sawit Seberang dan terkadang
tinggal bersama orangtua Penggugat di Kecamatan Batang Serangan,
namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua
Tergugat di Kecamatan Sawit Seberang;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah dikarunia 3
orang keturunan masing-masing :
a. XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020,
pendidikan belum ada;
b. XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020,
pendidikan belum ada;
c. XXX, laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 08 September 2022,
pendidikan belum ada;
Dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan ikut
bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi pada bulan Maret 2020 (1
bulan setelah menikah) hingga saat ini keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang di sebabkan;
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a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang dipicu karena
masalah keuangan (ekonomi), sebab Tergugat tidak mau bekerja,
sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan untu memenuhi
kebutuhan rumah tangga selma menikah dibantu oleh orang tua;
b. Tergugat jarang dirumah, sering berkumpul bersama teman-
temannya untuk keperluan yang tidak jelas dan pulang tidak mengenal
waktu;
c. Tergugat sering merasa tidak senang marah jika diingatkan akan
tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar
Tergugat berubabh;
d. Tergugat dan Penggugat saling berselisih paham dan pendapat,
sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) yang dipicu oleh bergbagai
hal penyebabnya
5. Bahwa karena hal tersebut diatas mengakibatkan antara Penggugat dan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
yang berkepanjangan serta sulit diatasi sehingga tidak ada harapan untuk
hidup rukun;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat kembali terjadi yang dipicu karena hal hal yang
sama tersebut diatas sehingga Penggugat dan Tergugat terus berselisih
dan bertengkar, akibatnya sekitar awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat
berselisih paham (cekcok) yang dipicu masalah keuangan (ekonomi),
sehingga karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, Tergugat mengantarkan dan memulangkan Penggugat kembali
kepada orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal
bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya, maka hak dan
kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak
saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami
terhadap Penggugat;
8. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang
bernama XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September
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2020, pendidikan belum ada, XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal
20 September 2020, pendidikan belum ada dan XXX, laki-laki, lahir di
Binjai, pada tanggal 08 September 2022, pendidikan belum ada, belum
mumayyiz, maka mohon kiranya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang
hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas,
dikarenakan Penggugat merasa khawatir jika anak Penggugat dengan
Tergugat berada dalam pengasukan Tergugat, kehidupan dan
perkembangan fisik serta fisikis ketiga anak tersebut ketiga akan terganggu
dan kebutuhan anak tersebut tidak akan terpenuhi sehingga ketiga anak
tersebut akan terlantar dikarenakan Tergugat (ayah kandung) adalah orang
yang kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak
berhasil;

10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat tersebut Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil Gugatan yang
Penggugat ajukan telah sejalan dan sesuai dengan Pasal 19 Peraturan
Pemerintah R.l. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam (KHI) yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga , sehingga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi didalam rumah tangga,
maka sudah sepatutnya bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama
Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengabulkan
Gugatan Cerai Penggugat dengan memberikan putusan menjatuhkan
Talak 1 (satu) Bain Sughraa Tergugat terhadap diri Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang diuraikan
diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.
Majelis Hakim Yang Mulia yang menyidangkan dan mengadili perkara ini agar
berkenan menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil Penggugat dan
Tergugat untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memberikan

Putusan yang amarnya sebagai berikut :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Bain Sughraa Tergugat (Xxx) terhadap
Penggugat (Xxx)

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang
bernama:

a. XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020,

pendidikan belum ada;

b. XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020,

pendidikan belum ada;

c. XXX, laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 08 September 2022,

pendidikan belum ada,

Dengan tetap memberikan hak akses seluas luasnya kepadaTergugat
mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat Yang Mulia yang
memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi
dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan
Tergugat telah sesuai dengan gugatan Penggugat, sementara Tergugat tidak
dapat dikonfirmasi karna tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil
Kuasa Penggugat untuk dapat diterima di persidangan dan ternyata Kuasa
Penggugat a quo telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat
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berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Stabat, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003
Tentang Advokat, Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima menjadi Kuasa
Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan
Kuasanya;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di
persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat
didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/0151/11/2020 yang dikeluarkan
oleh KUA Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera
Utara, tanggal 17 Februari 2020. bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Majelis Hakim telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,
kemudian diberi kode bukti (P.1) dan diberi tanggal serta paraf Ketua
Majelis;

2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-06062022-0020, a.n. Xxx, yang
dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Kabupaten Langkat tanggal 06 Juni 2022, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua Majelis
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya,
lalu diberi tanda (P.2) dan diberi tanggal serta paraf Ketua Majelis, Bukti
tersebut sebagai;

3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-06062022-0021, a.n. XXX,
yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
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SIPIL Kabupaten Langkat tanggal 06 Juni 2022, bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh Ketua
Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan
aslinya, lalu diberi tanda (P.3) dan diberi tanggal serta paraf Ketua
Majelis;

4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1205-LT-10112022-0036, a.n. XXX,
yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL Kabupaten Langkat tanggal 10 November 2022, bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian oleh
Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai
dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.4) dan diberi tanggal serta paraf
Ketua Majelis, Bukti tersebut sebagai;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan lbu

Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi

menerangkan bahwa ia adalah Ibu kandung Penggugat bersedia di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
menikah secara syariat Islam pada 17 Februari 2020 di Kecamatan
Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sawit Seberang dan terkadang
tinggal bersama orangtua Penggugat di Kecamatan Batang Serangan,
namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang
tua Tergugat di Kecamatan Sawit Seberang;

- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
3 orang anak, masing-masing bernama :

a. XXX
b. XXX
c. XXX;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Maret 2020 rumah tangga
mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung Penggugat
bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang
dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), sebab Tergugat tidak mau
bekerja, sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan untu
memenuhi kebutuhan rumah tangga selma menikah dibantu oleh orang
tua, Tergugat jarang dirumah, sering berkumpul bersama teman-
temannya untuk keperluan yang tidak jelas dan pulang tidak mengenal
waktu, Tergugat sering merasa tidak senang marah jika diingatkan akan
tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat
berubah, Tergugat dan Penggugat saling berselisih paham dan
pendapat, sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) yang dipicu oleh
bergbagai hal penyebabnya;

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat
dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak
tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya;

- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena Tergugat mengantarkan dan memulangkan Penggugat kembali
kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
bertemu atau berkomunikasi;

- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah
didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil;
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- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini
dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat
sayang terhadap anaknya, sehingga saksi sangat yakin akan
kemampuan mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya
dengan baik;

- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit
menular;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti
temperamen atau gangguan lainya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan
perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma
hukum lainnya;

Saksi 2, Xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, dan saksi

menerangkan bahwa ia adalah Paman Penggugat bersedia di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah
menikah secara syariat Islam pada 17 Februari 2020 di Kecamatan
Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa selama pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
3 orang anak, masing-masing bernama :

a. XXX
b. XXX
c. XXX;
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- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Sawit Seberang dan terkadang
tinggal bersama orangtua Penggugat di Kecamatan Batang Serangan,
namun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang
tua Tergugat di Kecamatan Sawit Seberang;

- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak
tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya,
dimana yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat
karena Tergugat mengantarkan dan memulangkan Penggugat kembali
kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal serumah lagi
karena sejak bulan Maret 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat
dengan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar langsung,
Penggugat bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat dan Penggugat sering bertengkar yang
dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), sebab Tergugat tidak mau
bekerja, sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat dan untu
memenuhi kebutuhan rumah tangga selama menikah dibantu oleh orang
tua, Tergugat jarang dirumah, sering berkumpul bersama teman-
temannya untuk keperluan yang tidak jelas dan pulang tidak mengenal
waktu, Tergugat sering merasa tidak senang marah jika diingatkan akan
tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat
berubah, Tergugat dan Penggugat saling berselisih paham dan
pendapat, sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) yang dipicu oleh
berbagai hal penyebabnya;

- Bahwa bentuk pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat
dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
bertemu atau berkomunikasi;
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- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah
didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak
berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan
Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini
dalam keadaan baik dan sehat dan saat ini tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa menurut saksi, Penggugat pasti sanggup karena Penggugat
sayang terhadap anaknya, sehingga saksi sangat yakin akan
kemampuan mengasuh dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat memperlakukan anaknya
dengan baik;

- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki penyakit berat atau penyakit
menular;

- Bahwa Penggugat tidak memiliki gangguan kejiwaan seperti
temperamen atau gangguan lainya;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat tidak pernah melakukan
perbuatan yang dilarang agama dan perbuatan yang melanggar norma
hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Kuasanya
menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat
didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Kuasanya menyatakan tidak akan
mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;
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Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara
sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara
ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal
49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama
terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah
dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita
acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan
patut;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pihak yang hadir adalah pihak
materil, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, dan dari pemeriksaan
tersebut yang hadir adalah pihak materil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
dan Kuasanya hadir sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap Kuasa Penggugat tersebut secara formil
telah memenuhi persyaratan sebagai advokat sebagaimana bunyi ketentuan
Pasal 1 butir 1, Pasal 2, 3 dan 4 jo. Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor
18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan terhadap surat Kuasa Khusus tersebut
juga telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama
Stabat hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (3) R.Bg., oleh
karena itu Majelis berpendapat Kuasa Penggugat yang tercantum dalam surat
kuasa khusus tersebut dapat diterima menjadi Kuasa Penggugat di
persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak
hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat
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harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan pasal 150 R.Bg.,
gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan
perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal
283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat
patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam
gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3 dan P.4 ) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya telah mengajukan bukti
P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos
(nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah
menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Februari 2020, relevan dengan dalil
yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis
Hakim menilai bukti surat P.1 telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal
285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1)
dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan
pihak berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), maka bukti
P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 17 Februari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
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Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2, P.3 dan P.4 Fotokopi Akte
Kelahiran atas nama XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20
September 2020, XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September
2020, dan XXX, laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 08 September 2022
sebagai anak kandung Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg.
jo. Pasal 1868 KUH Perdata harus dinyatakan terbukti dari perkawinan
Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020, XXX,
perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020, dan XXX, laki-laki,
lahir di Binjai, pada tanggal 08 September 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasanya juga telah mengajukan
saksi-saksi yaitu: Xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat yang bernama Xxx, sudah
dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar
keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai
dalil-dalil adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Xxx, sudah
dewasa dan sudah bersumpah, dan bukan orang yang tidak dapat didengar
keterangannya sebagai saksi, sehingga telah memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum
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Islam (KHI);

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-
dalil gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang telah
memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171
R.Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi
ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah

menemukan fakta-fakta persidangan yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tanggal 17 Februari 2020 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun sejak
bulan Maret 2020 antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat dan Penggugat sering
bertengkar yang dipicu karena masalah keuangan (ekonomi), sebab
Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat jarang menafkahi Penggugat
dan untu memenuhi kebutuhan rumah tangga selma menikah dibantu oleh
orang tua, Tergugat jarang dirumah, sering berkumpul bersama teman-
temannya untuk keperluan yang tidak jelas dan pulang tidak mengenal
waktu, Tergugat sering merasa tidak senang marah jika diingatkan akan
tanggung jawabnya maupun saran dan nasehat yang baik agar Tergugat
berubah, Tergugat dan Penggugat saling berselisih paham dan pendapat,
sering terjadi pertengkaran mulut (cekcok) yang dipicu oleh bergbagai hal
penyebabnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak sekitar
awal tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi hingga
saat ini lebih kurang 3 tahun lamanya;
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- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan
secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah
terbukti keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin
dapat dipertahankan lagi karena di antara keduanya sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan pisah tempat
tinggal sejak tiga tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan
sebagaimana kehendak Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan nash

al-Qur'an Surat Ar-Rim Ayat 21 yang berbunyi :

oSiss Jezg lgall loiSawil xlg 5l pSawsil o oS1 82 Ol ainl yas
Q}JS_‘}}'* ‘0_951 wgy Sl e L),! 4o ) 9 6290
Artinya :“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunnah Juz Il halaman 290

yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini:
ane oy ¥ 1)1 ) be o)) 1) sl 1) gl @0l e s T e g 1

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya

sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan
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hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk
mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam yaitu “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
(f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah
memenuhi ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dikaitkan dengan abstraksi hukum
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999
yang berbunyi: “Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” dan
dihubungkan dengan Tergugat yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan
yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149
ayat (1) dan 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena Penggugat belum pernah bercerai dengan
Tergugat, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan
Agama adalah talak bain sughra, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Stabat adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), akan
tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melakukan
hubungan layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan dikuatkan dengan alat bukti
surat P.2, P3 dan P.4 serta saksi-saksi sebagaimana yang telah
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dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa dari
pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang
bernama XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020,
XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020, dan XXX,
laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 08 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Anak
adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang tua si anak telah dinyatakan
bercerai, tetapi guna melindungi kepentingan anak, maka perlu ditetapkan hak
pengasuhan (hadhanah) terhadap anak sampai anak a quo melangsungkan

perkawinan atau telah mandiri;

Menimbang, bahwa tiga orang anak tersebut pada saat ini berada di
bawah pengasuhan ibunya in casu Penggugat, maka seorang anak tersebut
harus tetap berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat untuk
mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam,
tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXX, perempuan,
lahir di Binjai, pada tanggal 20 September 2020, XXX, perempuan, lahir di
Binjai, pada tanggal 20 September 2020, dan XXX, laki-laki, lahir di Binjai, pada
tanggal 08 September 2022 ditetapkan berada di bawah pengasuhan
(hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tiga orang anak Penggugat dengan
Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, akan tetapi Penggugat
sebagai ibu kandung tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi anak
dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, Tergugat tetap mempunyai hak

untuk berkunjung, bertemu, menjenguk, mencurahkan kasih sayang terhadap
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anaknya tersebut sebagaimana abstraksi hukum yang terkandung dalam
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/K/AG/2007
tanggal 7 Desember 2007, maka untuk itu Penggugat diharuskan untuk
memberikan waktu dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Tergugat
untuk bertemu dan berjumpa dengan anak tersebut, dan untuk pertemuan
tersebut Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat, karena
perbuatan menghalang-halangi tersebut bertentangan dengan hak azasi anak
untuk mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, dan juga bertentangan dengan
Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak,
apabila tidak diberi akses, maka pihak Tergugat dapat menjadikan hal tersebut
sebagai alasan mengajukan tuntutan atau gugatan pembatalan hak hadhanah
yang berada pada Penggugat (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini
dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxx) terhadap
Penggugat (Xxx);
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang
bernama XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September
2020, XXX, perempuan, lahir di Binjai, pada tanggal 20 September
2020, dan XXX, laki-laki, lahir di Binjai, pada tanggal 08 September 2022
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berada dibawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, dengan kewajiban bagi
Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk
dapat bertemu dengan anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp173.000,00 ( seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Stabat Kelas | B pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi
bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs.H.Badaruddin
Munthe,S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Hasibuan, S.H.l. dan M.
Rizfan Wahyudi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri
Wahyuni Damayanti,S.H.l sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat secara elekteronik.

Ketua Majelis

Drs.H.Badaruddin Munthe,S.H.,M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Nurhayati Hasibuan, S.H.I. M. Rizfan Wahyudi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni Damayanti,S.H.I

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 28.000,00
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- Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah 'Rp 173.000,00
(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
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